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PRAKATA

Zakat dan wakaf memiliki peranan penting dalam kehidupan
umat Islam. Keduanya tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi
juga memiliki dimensi sosial yang telah dipraktikkan sejak awal Islam.
Pengelolaan zakat di Indonesia semakin menujukkan perkembangan
signifikan. Hal tersebut ditandai bertambahnya lembaga zakat yang
didukung oleh kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat
secara kelembagaan, termasuk upaya negara dalam menjadikan
zakat sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi yang salah satunya
dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat.

Begitupula dengan keberadaan wakaf, yang telah mampu
menjadi salah satu jalan menuju kesejahteraan umat Islam dalam
beragam bentuk pembangunan tempat ibadah, pendidikan,
kesehatan, pelayanan sosial, serta kepentingan umum lainnya.
Keberadaan wakaf pun terus memberikan dampak signifikan dalam
sendi-sendi kehidupan umat Islam dan secara regualtif di Indonesia
diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf. Oleh sebab itu, keberadaan wakaf sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari ajaran Islam, tidak hanya memiliki dimensi spiritual
sebagai upaya meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, tetapi
memiliki dimensi sosial yang mampu memberikan kesejahteraan
ekonomi umat.

Dalam cetak biru pengembangan zakat Indonesia 2011-2025
yang dikeluarkan oleh Forum Zakat (FOZ) yang mendorong adanya
pemetaan kaum mustahik, khususnya fakir dan miskin menjadi
konsensus yang disetujui. Maka, dengan adanya peta mustahik ini
akan memudahkan dalam pendistribusian zakat secara menyeluruh,
tanpa ada tumpang tindih pemberian program antar pengelola
zakat yang satu dengan yang lainnya. Maka, adanya peta mustahik
pada prinsipnya tidak hanya memudahkan pendistribusian zakat,

A%



melainkan juga akan memudahkan dalam pengumpulan zakat.

Di sisi lain, pengelolaan wakaf pada era modern semakin
berkembang, salah satunya dengan adanya wakaf tunai yang
memungkinkan pengelolaan wakaf menjadi maksimal. Salah tokoh
yang berpengaruh dalam menggagas adanya wakaf tunai adalah M.
Abdul Manan berhasil mengembangkan wakaf tunai di Bangladesh
dengan menyatakan banyak sasaran yang bisa dicapai dengan
adanya wakaf tunai. Bahkan perbankan mampu menjadi fasilitator
untuk menciptakan wakaf tunai dalam pengelolaan wakaf dengan
mobilisasi tabungan masyarakat dengan menciptakan wakaf tunai
untuk kegiatan sosial atau meningkatkan investasi sosial dalam
mengembangkan social capital market. Adanya konsep dan aplikasi
wakaf tunai menjadi salah satu wujud inovasi konsep dan prakeik
wakaf yang selama ini masih mendapatkan perhatian khusus dalam

kajian figh klasik.

Upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat dan wakaf juga
dilakukan oleh para peneliti, akademisi dan praktisi yang memiliki
konsentrasi terhadap zakat serta kemudian dikenal dengan istilah
filantropi Islam. Penggunaan filantropi dimaknai kedermawanan
yakni sebuah watak atau sikap mengutamakan kepentingan orang
lain atau kepentingan bersama yang sudah menyatu dalam diri
manusia, baik individu maupun kolektif. Khusus pengelolaan wakaf
secara maksimal dalam mendorong kesejahteraan kaum dhuafa, telah
lama dipraktikkan secara kolektif oleh berbagai organisasi masyarakat
(ormas) maupun institusi pendidikan.

Sekalipun, kini telah berdiri Badan Wakaf Indonesia (BWT)
sebagai salah satu badan semi otonom pemerintah yang memiliki
wewenang dan pengelolaan (nadzir) wakat di Indonesia. Bahkan
adanya konsep dan praktik wakaf tunai sebagai salah satu inovasi
filantropi Islam pun mendapatkan legitimasi oleh otoritas keagamaan
seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun Kementerian
Agama Indonesia, schingga harapannya adanya dukungan dan
pengelolaan yang maksimal menyebabkan penggalian potensi dan
pengelolaan wakaf dan dana filantropi Islam lainnya menjadi lebih
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maksimal dan terarah, serta memberikan dampak sosial-keagamaan
dalam menyelesaikan persoalan mendasar kaum dhuafa.

Hadirnya buku ini merupakan salah satu upaya dalam
mendorong optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia
melalui penyediaan bahan referensi, sehingga regulasi, potensi,
pengelolaan, dan dampak zakat dan wakaf menjadi lebih maksimal
dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya para mustahik/
kaum dhuafa. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan
dan rekan kerja di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Purwokerto, utamanya Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah. Serta keluarga
penulis yakni Zulackha Lestari Putri (istri) dan Revoluna Azalia
Makhadi (anak) yang selalu terganggu kebersamaannya. Semoga
buku ini memberikan banyak manfaat dan inspirasi kepada seluruh
pembacanya. Aamiin.

Purwokerto, 10 Desember 2019

Makhrus, S.EI., M.SI.
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BAB I
KONSEP DASAR ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bahasa Arab yakni a4/ zakaah, secara
bahasa berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Sedangkan secara
istilah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan
sejumlah kadar tertentu dari harta sendiri kepada orang yang berhak
menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Muhammadiyah,
20014: 1-2). Artinya, dalam pengertian ini bahwa zakat sejumlah
harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan
Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang

berhak menerimanya.

Dalam pengertian yang lain, zakat menurut Didin
Hafidhuddin adalah harta yang dikeluarkan zakatnya akan
menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan baik
(Hafidhuddin 2002). Zakat sebagai sistem warisan dalam Islam
yang memfokuskan diri kepada pendistribusian harta secara egaliter,
maka dampak adanya zakat tersebut harga akan selalu beredar (Kahf
1955). Sehingga zakat hanya bisa direalisasikan dengan menyerahkan
harta yang berwujud, bukan didasarkan pada nilai manfaat, seperti
memberikan hak menempati rumah bagi orang miskin sebagai zakat

(Qardhawi, tt: 125).

Berdasarkan pengertian secara istilah di atas, Alquran telah
menjelaskan makna tumbuh dan berkembang (QS Al-Kahf: 81),
suci atau bersih hatinya (QS Maryam: 13), suci atau bersih dari
kemungkaran (QS. An Nur: 21), dan menyucikan (QS At-Taubah:
103). Dengan demikian bahwa zakat sebagai sebuah harta yang harus
dikeluarkan seorang muslim yang diperuntukkan kepada golongan
tertentu karena dapat membersihkan, menyucikan, menambah,
dan mendatangkan keberkahan bagi yang telah menulaikan zakat
(pemiliknya harta tersebut).



Keberadaan zakat sebagai sebagai kewajiban yang harus

ditunaikan karena merupakan salah satu rukun Islam sekaligus

menjadi salah satu unsur inti dan fondasi tegaknya syariat Islam,
maka di dalam Alquran Allah telah menggunakan beberapa kata
yang miliki arti zakat. Adapun kata-kata dalam Alquran berkaitan

dengan zakat sebagai berikut:

1.

Zakat, sebagaimana tertuang dalam QS. Al Baqarah: 43

B5uaS N 12 18515 858 301 s 531201, s
Artinya: “Dan dirikanlah salat, " tunaikanlah Zakat dan

ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’. (QS. Al Bagarah: 43)
Sedekah, sebagaimana tertuang dalam QS. At Taubah: 104

5 < B3E 1165 o 52 TN ok 36 AT BTl ”e
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Artinya: Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah
menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima
zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha
Penyayang? (QS. At Taubah: 104)

)
/ “-

3. Hag, sebagaimana tertuang dalam QS. Al An’am: 141

4.
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Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang
berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-
tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima
yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya).
Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia
berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya
(dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah
kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al An’am: 141)

Infaq, sebagaimana tertuang dalam QS. At Taubah: 34
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya
sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib
Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil
dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah.
Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak
menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada
mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS.
At Taubah: 34).

5. Maaf (al afwu), sebagaimana tertuang dalam QS. Al A’raf: 199

Bderdl 58 (B2l el 5l Sl

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang
mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-

orang yang bodoh. (QS. Al A’raf: 199)

Sementara zakat dalam pandangan para fugaha memiliki
pengertian yang berbeda-beda tergantung pada penckanan dan
kecenderunganya. Pertama, mazhab Malikiyyah zakat adalah
keharusan mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang telah
mencapai kadar tertentu (nishab) kepada pihak yang berhak menerima
zakat dengan catatan harta tersebut milik sempurna (dimiliki sendiri)
dan mencapai haul, kecuali harta tambang dan tanaman (tidak
dikenakan zakat). Kedua, mazhab Hanafiyah mengartikan zakat
adalah menyerahkan kepemilikian sebagian harta tertentu dari harta
tertentu kepada pihak tertentu yang telah ditentukan oleh pembawa
syariat, semata karena Allah. Ketiga, mazhab Syafiiyah mengartikan
zakat sebagai suatu istilah yang menunjuk pengertian harta yang
dikeluarkan karena arah arah hartanya dan karena badan menurut
tata aturan yang telah ditentukan. Keempat, mazhab Hanabilah
mengartikan zakat sebagai hak wajib atas suatu harta tertentu kepada
pihak tertentu yang dikeluarkan pada waktu yang telah ditentukan
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(Zuhaili 1996).

Zakat dalam perkembanganya khususnya dalam kehidupan
masyarakat modern, dimana zakat telah banyak dipraktikan oleh
banyak entitas masyarakat di seluruh dunia dengan secara bentuk
lembaga, program, dan aktivitasnya, ternyata turut memberikan
memberika perluasan makna. Dimana banyak yang sepakat
bahwa zakat bukanlah bentuk “kedermawanan” melainkan sebuah
“kewajiban” yang harus ditunaikan apabila sudah sampai kadar
(nishab) tertentu, meski para akademisi di Indonesia memasukkan
kewajiban tersebut pada filantropi Islam dikarenakan masih
ditunaikan dengan bentuk kerelaan dan kesadaran individu, tanpa
sangsi sosial bagi tidak menunaikannya, karena itu membayar zakat
adalah wajib etis dan dapat disebut filantropi yang dasarkan juga
pada moralitas (Latief 2010).

Aspek lain filantropi Islam lainnya adalah Infak yang berarti
perbuatan atau sesuatu yang diberikan kepada orang lain untuk
menutupi kebutuhan orang lain tersebut, baik makanan, minuman
dan lainnya yang didasarkan ikhlas pada Allah. Selain itu, infak
juga berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan secara wajib dan
sunnah. Sedangkan shadaqah berarti pemberian seseorang secara
ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang akan diiringi pahala
dari Allah, sehingga shadagqah mempunyai arti yang lebih luas, baik
materiil maupun non-materiel.

B. Landasan Hukum Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam telah menjadi hal yang
telah diketahui secara umum di kalangan umat Islam, sebab zakat
telah menjadi salah satu pranata Islam yang mampu memberikan
implikasi spritual dan sosial terhadap yang melaksanakan maupun
menerimanya, oleh sebab itu bagi mereka yang hartanya telah
menenuhi kriteria wajib zakat kemudian meninggalkan kewajiban
membayar zakat akan menyebabkan pengingkaran keyakinan
terhadap Allah Swt, seperti halnya meninggalkan kewajiban salat,
haji, dan puasa. Hal tersebut dapat merujuk kepada Hadits yang
diriwayatkan oleh Bukhori yang berbunyi: Islam dibangun di atas
lima (landasan) persaksian tidak ada Ilah selain Allah dan sesunggubnya
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Mubammad utasan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji,
dan berpuasa di bulan Ramadan (HR. Bukhori).

Secara historis perintah mengenai kewajiban zakat dalam
Islam lahir pada tahun kedua Hijriyah bersamaan dengan adanya
kewajiban berpuasa. Sebelumnya, yang dianjurkan terhadap umat
Islam sebelum adanya perintah berzakat adalah sedekah sebagai
sebuah himbauan dan tidak bersifat wajib. Adanya kewajiban
berzakat tersebut harus ditunaikaikan bagi seorang muslim yang
telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun beberapa landasan
mengenai zakat dalam Alquran sebagai berikut:

QS. Al Baqarah : 43
SS N 32 185 559 s syl s

Artinya: Dan dmkanlah salat, tunaikanlah zakat dan

ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’ (QS. Al Bagarah : 43)
2. QS. At Taubah : 103

5315 &) &J&&%@r@fs"é’; r@jiw»

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,
dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka
dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu
(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. At Taubah : 103)

3. QS. Al An’am : 141

M JHIl cyae hes oo )Jj;i =i Ll Cf*“ 3@
Zoﬁuﬁ\j.gw;\.%} "" \.:;Mj Qj’ﬁ)\/ );J&\\JLL.;

@u«.&f@\g’ﬁ-y \bﬁﬁYJLoswﬁéjﬁ}bﬁ\sjﬁ\\b\

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang
berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-
tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima
yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya).
Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia
berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya
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(dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah
kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang yang berlebih-lebihan (QS. Al-An’am : 141).

4. QS. At Taubah : 5
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Artinya: Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka
bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai
mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah
ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan
sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada

mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun
lagi maha Penyayang (QS. At Taubah : 5).

C. Harta sebagai Sumber Zakat

Harta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang
(uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan milik seseorang.
Sementara harta menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Buku 1 Subyek Hukum dan Amwal Bab 1 Pasal 1 Poin 9 bahwa
harta merupakan benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan,
dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik
benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda
yang bergerak maupun tidak bergerak, dan hak mempunyai nilai
ekonomis.

Menurut Yusuf Qardhawi harta adalah segala sesuatu yang
diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya.
Kemudian, harta yang awalnya dipandang hanya emas dan perak
selanjutnya berubah pemaknaannya menjadi segala barang yang
disimpan dan dimiliki (Qardhawi 1991). Oleh sebab itu, sebagian
ulama menambahkan bahwa harta selain dimiliki dan diinginkan oleh
seseorang, tetapi juga yang dimungkinkan untuk diperjualbelikan
dan dimanfaatkan keberadannya.

Alquran menyebut harta (a/ mal) sebanyak kurang lebih 86
kali pada 79 Ayat dalam 38 surat. Dari 86 kata mal terdapat 25 kata
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berbentuk mufrad dengan berbagai lafal dan 61 kali dalam bentuk zsim
jama’ (amwal), serta jumlah tersebut belum termasuk kata-kata yang
semakna dengan mal seperti rizq, mata’, dan kanz (Tarigan 2016).
Adanya penyebutan berulang-ulang di dalam Alquran biasanya
merupakan perhatian khusus dan penting terhadap sesuatu tersebut.
Oleh sebab itu, keberadaan harta dalam kehidupan seorang muslim
dalam mencarinya harus diniatkan dengan baik karena mecari ridha
Allah Swt, diusahakan dengan jalan baik dan halal, serta disalurkan
pada yang menimbukan kebaikan dan kemaslahatan untuk diri dan

lingkungannya. Adapun kedudukan penting harta dalam Alquran
dlterangkan dalam QS. Al Kahfi: 46.
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Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan

dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik

pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan
(QS. Al Kahfi: 46)

Alquran memandang harta sebagai sebuah sarana bagi manusia
untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan menjadi tujuan
utama yang harus dikejar. Hal tersebut dilakukan oleh manusia
dengan mendermakan harta yang dimilikinya tersebut kepada
manusia lainnya yang membutuhkan dengan mengharap ridha
Allah, sekaligus mengasah dan memperkokoh sifat kemanusiannya
dengan saling membantu satu sama lain. Oleh sebab itu, bila merujuk
pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa kepemilikan harta
mengacu pada empat asas, yaitu: pertama, amanah, bahwa pemilikan
benda pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Swt untuk
didayagunakan untuk kepentingan hidup. Kedua, infiradiyah, bahwa
kepemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan
benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi.
Ketiga, #jtimaiyah, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki
fungsi pemenuhan hidup pemiliknya, tetapi di saat yang sama di
dalamnya terdapat hak masyarakat. Keempat, manfaat, bahwa
pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar
manfaat dan mempersempit mudharat (Mahkamah Agung RI2011).



Dasar karakteristik pendistribusian harta harus dilakukan
secara adil dan jujur karena segala bentuk perbuatan manusia akan
mendapatkan ganjaran diakhiratkelak, sehingga pendistribusian harta
tersebut ditujukan untuk memberikan manfaat dan kemaslahatan
secara kolektif (Batubara 2018). Salah satu pendistribusian harta
adalah menunaikan zakat, dengan ketentuan harta yang dikeluarkan
zakatnya merupakan hak milik orang yang mengeluarkan zakat
sebagaimana tertuang dalam QS. At Taubah : 103,

— -
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Artinya; Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan
mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)
ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui (QS. At Taubah : 103)

Kewajiban zakat selain memiliki dimensi spiritual, namun
juga memiliki dimensi sosial, sechingga seorang muslim yang
menunaikan zakat secara sadar telah menujukkan sifat kejujuran
atas pengakuan keimanannya kepada Allah Swt yang pada akhirnya
menimbulkan motivasi dan kesadaran diri untuk terus menerus
meningkatkan perbuatan baik dan rasa syukur kepada Allah Swt
yang diimplementasikan dalam bentuk nyata. Selain itu, dalam
konteks zakat harus dimiliki sendiri oleh mereka yang menunaikan
zakat, tetapi harta yang dikenakan zakat tersebut harus dihasilkan
dari usaha yang baik hal tersebut didasarkan pada QS. Al Baqarah :
267.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan
allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari
apayang Kamikeluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu
memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya,
padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan
memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah



Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. Al Bagarah : 267).

Adanya perintah kepada orang-orang beriman kepada Allah
Swt untuk mengeluarkan zakat dan infak dari harta yang dihasilkan
dengan cara yang baik dan halal ini meliputi berbagai bentuk
usaha, baik yang dihasilkan dari hasil bumi yang berupa tambang,
pertanian, dan sebagainya. Sehingga kewajiban untuk menunaikan
zakat merupakan salah mensyukuri anugerah dan amanah terhadap
harta yang berikan oleh Allah Swt. Dengan demikian pendistribusian
harta melalui zakat merupakan salah satu bentuk gotong royong
antara mereka yang memiliki kelebihan harta dengan mereka
yang membutuhkan, sehingga tercipta kesadaran dalam mengurai
persoalan kemiskinan, kebodohan, ketidakberdayaan, dan lainnya.

D. Persyaratan Harta Sumber Zakat

Harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya merupakan
amanah dan titipan dari Allah Swt dan manusia hanya sebagai
pengelola yakni mengelolanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan
yang berlaku dalam agama Islam. Berdasarkan Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah bahwa harta dapat diperoleh dengan cara yakni:
pertukaran, pewarisan, hibah, wasiat, pertambahan alamiah, jual
beli, /ugathah, wakaf, dan cara lainnya yang diperbolehkan oleh
syariat (Mahkamah Agung RI 2011).

Sementara prinsip-prinsip kepemilikan harta sebagaimana
diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab 3 Bagian
Ketiga Pasal 19 sebagai berikut :

1. Pemilikan yang penuh, menimbulkan adanya kepemilikan
manfaat dan tidak dibatasi waktu;

2. Pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan
manfaat dan dibatasi waktu;

3. Pemilikan yang penuh dan tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa
dialihkan;

4. Pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan
terpisah tasharrufnya;

5. Pemilikan syarikat yang penuh ditasharrufkan dengan hak dan
kewajiban secara proporsional.



Zakat sebagai salah satu rukun Islam posisinya sama dengan

salat, haji, dan puasa. Oleh sebab itu membayar zakat hukumnya

wajib (fardhu) bagi setiap muslim yang hartanya telah memenuhi

syarat-syarat zakat. Perintah kewajiban berzakat tersebut telah

dijelaskan secara jelas di dalam Alqur'an dan Sunnah Nabi. Adapun

persyaratan harta yang menjadi sumber atau objek menurut zakat
Didin Hafidhuddin (2002) sebagai berikut :

1.
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Harta yang didapatkan harus diperoleh dengan cara yang baik
dan halal. Maka, harta yang diperoleh dengan cara yang haram,
baik subtansi benda maupun cara mendapatkan hartanya tidak
dikenakan zakat, sebagaimana diatur dalam QS. al-Bagarah:
267, 188, dan QQS. an Anisaa’: 29;

Harta yang dimiliki berkembang dan berpotensi untuk
dikembangkan, seperti kegiatan usaha, perdagangan, saham,
dan tabungan yang dilakukan sendiri maupun bersama pihak
lain, berdasarkan hadits Nabi: tidak wajib sedekah (zakat) bagi
seorang muslim yang memiliki hamba sahaya dan kuda (HR.
Imam Bukhari dari Abu Hurairah);

Milik penuh, yakni harta yang dimiliki secara penuh dibawah
kontrol dan kekuasaan pemilik berdasarkan QS. al Ma’aarij: 24-
25 dan QS. at Taubah : 103;

Harta harus mencapai nishab yakni jumlah minimal yang
menyebabkan terkena kewajiban zakat. Misalnya, nishab zakat
emas adalah 85 kg emas, nishab hewan ternak kambing adalah
40 ekor, dan sebagainya;

Sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan,
emas dan perak, harus sudah berada, dimiliki, maupun
diusahakan oleh pihak muzakki dalam tenggang waktu satu
tahun (a/ haul);

Kewajiban berzakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok atau
dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan pokok

sehari-hari (sandang, pangan, dan papan) sebagaimana firman



Allah Swt dalam QS. al Baqarah: 219;

Lebih lanjut Didin Hafidhuddin (2002) memberikan catatan
terhadap enam syarat tersebut di atas, agar orang yang terkena
kewajiban berzakat terhadap harta yang dimiliki merupakan
orang yang benar-benar termasuk katagori mampu dan terpenuhi
kebutuhannya secara layak. Dimana tingkat kemampuan tersebut
dapat diukur dengan dua pendekatan yakni: pertama, muzakki
menghitung sendiri harta dan kebutuhan pokok secara wajar dengan
penuh kesadaran dan keikhlasan. Kedua, dilakukan oleh organisasi
pengelola zakat (Baznas atau LAZ) untuk menentukan orang tersebut
telah masuk katagori wajib zakat atau belum.

Kesadaran dalam membayar zakat senantiasa membantu
pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki kaum
muslimin, seperti sarana ibadah, sekolah, pesantren, kesehatan,
kesehatan, dan lainnya yang mampu menciptakan kemandirian
kepada para penerima zakat. Adapun syarat-syarat bagi orang yang
wajib zakat (Dewan Syariah LAZIS Muhammadiyah 2004) adalah,

1. Mukmin dan muslim. Keberadaan zakat sebagai salah satu
rujukun Islam wajib ditunaikan oleh mereka yang beragam
Islam sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Al Baqarah : 43
dan QS. Al Furqon: 23);

2. Berakal. Seorang muslim yang tidak berakal tidak wajib
menunaikan zakat. Maka, kewajiban zakat harta yang dimiliki
dibebankan kepada walinya atau orang yang mengurusi hartanya
tersebut. Hal tersebut didasarkan kepada hadits Nabi SAW :
niagakanlah kekayaan harta anak-anak yatim (jangan dibiarkan
saja), supaya tidak habis dimakan oleh zakar (HR. Tirmidzi).

3. Memiliki harta yang mencapai nishab. Harta yang telah
mencapai jumlah kadar tertentu sesuai dengan ketetapan syara,
namun harta yang tidak mencapai nishab terbebas dari zakat
tetapi diutamakan diutamakan infaknya.
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E. Tujuan dan Hikmah Zakat

Adanya kewajiban berzakat dalam Islam salah satunya
bertujuan mempersempit ketimpangan ekonomi dan menciptakan
keadilan ekonomi di masyarakat, oleh sebab itu zakat sebagai salah
satu distribusi kekayaan antara mereka yang memiliki kekayaan
yang mencapai kadar wajib zakat mendistribusikan sebagian
kekayaannya kepada mereka yang membutuhkan sebagaimana
telah diatur dalam nomenklatur pihak penerima zakat. Distribusi
kekayaan melalui zakat ini sekaligus menjadi salah pranata sosial
dalam Islam yang sangat potensial untuk dikembangkan guna dapat
menciptakan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat penerima
zakat, sekaligus mereka yang mengeluarkan zakat atas hartanya
mendapatkan jaminan pahala, terhindar dari dosa, dan terhindari
dari perbuatan yang tercela (sikap tamak).

Tujuan zakat untuk mencapai keadilan sosial ekonomi yang
dalam sudut pandang moral zakat berfungsi untuk mengikis sikap
tamak terhadap kekayaan yang dimiliki oleh sesorang, dalam sudut
pandang sosial keberadaan zakat dapat mengikis dan menghapus
kemiskinan dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat
berbasis zakat, serta dalam sudut pandang ekonomi zakat dapat
mencegah menumpuknya kekayaan pada segelintir orang dan
sekaligus menjadi salah instrumen ekonomi dana sistem ekonomi
Islam. Namun, secara terperinci Muhamad (2018) memberikan
penjelasan mengenai tujuan zakat, sebagai berikut :

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari
kesulitan hidup dan penderitaan;

2. Membantu pemecahan persoalan yang dihadapi oleh para
gharimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya;

3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat
Islam dan manusia pada umumnya;

4. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba (tamak) pemilik harta
kekayaan;

5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari
hati orang-orang miskin;
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6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang
miskin dalam suatu masyarakat;

7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseoran,
terutama pada mereka yang mempunyai harta;

8. Mendidik manusia untuk berdisiplin untuk menunaikan
kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya;

9. Sarana pemerataan pendapatan (rejeki) untuk mencapai keadilan
sosial.

Ibadah zakat sebagai sebuah kewajiban yang harus ditunaikan
oleh seorang muslim dan sekaligus ibadah ibadah yang memiliki
dampak vertikal kepada Allah Swt dan horisontal (sosial). Artinya,
zakat bertujuan membersihkan diri (termasuk harta yang dimiki)
secara batin terhidar dari sikap dan perbuatan tercela (tamak),
sementara di sisi lain dalam aspek sosial mampu membentuk
perhatian dan rasa empati terhadap mereka yang membutuhkan.

Adanya kewajiban zakat mengandung banyak hikmah dan
manfaat yang sangat mulia, tidak hanya kepada para muzakki sebagai
pihak yang mengeluarkan zakat sebagai salah satu bentuk kewajiban
seorang muslim yang mampu untuk menunaikannya, tetapi di
sisi lain para mustahik sebagai pihak penerima zakat juga turut
meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih mandiri dan berdaya
melalui berbagai program dalam pengelolaan zakat. Berkatan dengan
hikmah zakat setidaknya menurut Didin Hafidhuddin (2002)
terdapat tujuh hikmah zakat, yakni :

1. Bukt perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri
nikmat, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan
yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, materialistik, dan
sebagainya. Hal ini sejalan QS. At Taubah: 103, QS. Ar-Rum:
39, dan Qs. Ibrahim: 7

2. Zakat sebagai hak mustahik, yang dapat menolong, membantu,
dan membina ke arah yang lebih baik (berdaya)

3. Pilar amal bersama antara orang yang berkecukupan harta
dengan mereka yang membutuhkan (fakir miskin).

4. Salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana
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yang harus dimiliki umat Islam, seperti pendidikan, kesehatan,
sosial, ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Memasyarakatkan bisnis yang benar, sebab zakat bukan
membersihkan harta, tetapi mengeluarkan bagian hak orang
lain yang terdapat dalam harga yang dimiliki dan diusahakan
sebagaimana terdapat dalam QS. Al Bagarah 267.

Pembangunan kesejahteraan umat sebagai salah satu instrumen
pemerataan pendapatan, karena zakat sebagai institusi yang
komprehensif dalam pendistribusiaan harta yang telah mencapai
nishab dan Allah SWT melarang adanya akumulasi harta oleh
orang atau sekelompok orang kaya sebagaimana tertuang dalam

QS. Al Hasyr :7.

7. Adanya dorongan untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga
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memiliki kekayaaan yang mampu memenuhi kebutuhan
hidupnya, tetapi berlomba-lomba menjadi muzaki



BAB II
MACAM-MACAM ZAKAT DAN
PERUNTUKANNYA

Zakat sebagai salah satu rukun Islam menjadi sebuah
kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim yang
hartanya telah mencapai kadar wajib zakat. Sebab zakat yang telah
dikeluarkannya dapat mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia
dan akhirat. Pentingnya zakat sebagaimana telah dijelaskan dalam
Alquran dan sunnah bahwa zakat tidak hanya mengandung dimensi
teologis, melainkan juga mengandung dimensi sosial yang dapat
memandirikan dan mensejahterakan para kaum dhuafa/mustahik
dengan berbagai program dari proses hasil pengumpulan,
pengelelolaan, dan pendistribusian zakat yang dilakukan organisasi
pengelola zakat.

Zakat secara umum terbagi atas dua bagian yakni: pertama,
zakat nafs (jiwa) atau biasa disebut zakat ficrah untuk menyucikan
diri seorang muslim. Kedua, zakat 7a/ (harta) yang merupakan hasil
dari usaha atau hasil bumi yang dihasilkan atau diusahakan oleh
seorang muslim. Penjalasan mengenai zakat fitrah dan zakat mal
sebagai berikut :

A. Zakat Fitrah

Kata fitrah merujuk dalam zakat fitrah merujuk pada keadaan
baru saat manusia diciptakan, sehingga dengan mengeluarkan zakat
seorang muslim akan kembali kepada keadaan yang suci sesuai dengan
ijin Allah Swt. Zakat fitrah diwajibkan setelah puasa Ramadan dan
sebelum shalat zed sebanyak satu sha’ (+ 2,5 Kg atau 3,5 liter) dari
bahan makanan untuk membersihkan puasa (diri) dan mencukup
kebutuhan orang-orang miskin di hari raya Idul Fitri. Hal tersebut

didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW :
Dari Ibnu Umar RA. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri
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BAB III
DISKURSUS ZAKAT DAN PAJAK

A. Dinamika Zakat dan Pajak di Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan populasi masyarakat
beragama Islam terbanyak di dunia, memiliki peranan penting dalam
mengembangkan zakat secara optimal, sebab bila berdasarkan pada
tujuan pokoknya, zakat bertujuan untuk mengupayakan terwujudnya
keadilan sosial di masyarakat, dimana tujuan tersebut memiliki
persamaan dengan pembentukan sebuah pemerintahan, apalagi di
sisi lain, potensi zakat di Indonesia berdasarkan Outlook Zakat 2017
menyebutkan bahwa penelitian BAZNAS pada tahun 2015 potensi
zakat nasional mencapai 286 triliun, sedangkan pengumpulan dana
zakat pada tahun 2016 baru mencapai 4.6 triliun.

Keberadaan zakat di Indonesia masih belum menjadi
pendapatan utama negara, secbab negara menggunakan pajak sebagai
pendapatan utama negara. Bila menilik pada konteks sejarah era awal
Islam keberadaan zakat dan pajak (jizyah dan kharaj) menjadi salah
satu instrumen sumber keuangan potensial yang dikelola oleh negara
melalui baitul mal, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan
dan keadilan sosial masyarakat. Namun, dikarenakan Indonesia
bukan negara Islam, maka pendapatan utama negara bersumber dari
pajak. Pengertian pajak menurut PJA Andriani adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan)
dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung
dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran
umum (Soemarso 2007).

Padadasarnyatujuanzakatdan tujuan pajak memiliki persamaan
yakni sebagai sumber dana untuk mewujudkan masyarakat yang adil
dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan
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BAB IV
HUKUM ZAKAT DI INDONESIA

A. Sejarah Zakat di Indonesia

Sejarah zakat di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah
lahir dan berkembangnya Islam Indonesia, sebab zakat merupakan
hal yang sangat terintegral yang harus ditunaikan dalam kehidupan
bagi mereka yang beragama Islam. Namun, dalam sudut pandang
pengelolaan zakat masyarakat di Indonesia awalnya melakukan
penghimpunan dan pendayahgunaan zakat dengan secara temporer
dengan para pengelola yang juga bersifat bersifat temporer
khususnya pada bulan Ramadhan dan menjelang Idhul Fitri, selain
itu pengelola zakat juga terbentuk karena adanya keperluan seperti
adanya pembangunan Madrasah, Masjid, Pesantren, dan Mushola,
sehingga tidak adanya keberlangsungan kelembagaan (Forum Zakat,
2012).

Secara  kelembagaan  sejarah  proses  institusionalisasi
pengelolaan zakat telah dimulai sejak pemerintahan Kolonial
Belanda, yakni dengan mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal
4 Agustus tahun 1893. Dalam aturan ini berisi mengenai kebijakan
pemerintah kolonial tentang zakat. Tujuan adanya aturan ini yakni
untuk mencegah penyelewengan dana zakat oleh penguhulu atau
pegawai pribumi yang bekerja mencatat administrasi kekuasaan
Belanda, selain itu para pekerja tersebut tidak diberikan gaji untuk
membiayani kehidupan mereka dan keluarganya.

Guna melemahkan rakyat dari dana zakat, secara lebih jauh
pemerintah Kolonial Belanda melarang semua pegawai pemerintah
dan priyayi ikut serta dalam pengelolaan zakat (mengumpulkan
dan mendistribusikannya), dengan menerbitkan peraturan larangan
yang tertuang dalam Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari tahun
1905. Menurut Azyumardi Azra posisi Kolonial Belanda tersebut
lebih bersifat netral disebabkan tidak adanya keinginan dari belanda
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BABYV
ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI
INDONESIA

A. Urgensi Berzakat Melalui Badan/Lembaga

Pengelolaan zakat di Indonesia semakin menujukkan
perkembangan yang signifikan. Hal tersebut ditandai dengan
bertambahnya lembaga pengelola zakat resmi berbadan hukum
yang didukung oleh kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat
secara kelembagaan. Selain itu, adanya upaya negara dalam berbagai
regulasi dan kebijakan terus dilakukan untuk menjadikan zakat
sebagai instrumen ekonomi dengan adanya revisi terhadap Undang-
Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menjadi
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Adanya peraturan negara melalui produk peundang-undangan
tentang zakat memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan
zakat secara terlembaga dan menjadi bukti keseriusan negara dalam
upaya mendorong peningkatan pengelolaan zakat. Apalagi, salah
satu faktor yang mendorong mengoptimalkan pengelolaan zakat
di Indonesia didasarkan pada potensi zakat yang sangat besar dan
belum tergali secara maksimal. Berdasarkan data Outlook Zakat 2017
menyebutkan bahwa pada tahun 2015 potensi zakat di Indonesia
mencapai 286 triliun. Sementara pengumpulan zakat di Indonesia
berdasarkan data Statistik Zakat Nasional 2017 menunjukkan
bahwa total penghimpunan zakat yang dilakukan oleh Lembaga
Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
pusat hingga Kabupataten/Kota mencapai Rp. 6.224.371.269.471
rupiah, sementara  hasil  penyalurannya  mencapai  Rp.
4.860.155.324.445. Dari total pengumpulan dan pendistribusian
zakat di atas, maka masing-masing organisasi pengelola zakat yakni
BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional sebagian besar

pendistribusiannya dialokasikan pihak yang berhak menerima zakat
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BAB VI
KONSEP DASAR WAKAF

A. Pengertian Wakaf
Wakaf (wagf) berasal dari masdar dari kata kerja waqafa-yaqifu

yang berarti “melindungi atau menahan”, sinonim wakaf meliputi
tahbis, tasbil atau tahrim, meskipun ketiga istilah yang terakhir
ini kalah populer dibandingkan yang pertama (Widyawati 2011).
Dalam pendapat lain, wakaf (a/-wagf) secara bahasa berarti a/l-habs,
dalam bahasa Indonesia berarti menahan. Sementara menurut
Sayyid Sabiq wagafa-yaqifu-waqfan yang berarti habasa-yahbisu-
habsan. Kemudian, kata al-waqfu bila dijamakkan menjadi a/-
awqaf dan wuquf, sementara bentuk kata kerja (%)) adalah wagafa
yang bermakna menahan atau mencegah (M. Aziz 2017b). Secara
terminologi, wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan
lama zatnya kepada seorang nadzir (penjaga wakaf) atau kepada suatu
badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil dan manfaatnya
digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.
Sedangkan secara regulatif menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf BAB I Pasal 1 Point
1, wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan dan/atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan
umum menurut syariah. Berdasarkan pengertian Undang Undang
tentang wakaf tersebut di atas, maka jangka waktu wakaf tebagi atas
dua bentuk, yakni: pertama, wakaf abadi yakni jenis harta wakaf yang
diikrarkan oleh wakif kepada nadhir dalam jangka waktu yang tidak
terbatas (selamanya), sechingga bentuk wakaf ini dapat dimanfaatkan
dalam jangka panjang dengan tetap memanfaatkan kepentingan
wakaf tersebut. Kedua, wakaf jangka waktu tertentu (sementara)
yakni jenis harta wakaf yang diikrarkan wakif kepada nadzir untuk
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BAB VII
SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN
MACAM-MACAM WAKAF

A. Sejarah dan Perkembangan Wakaf

Wakaf memiliki peranan penting dalam kehidupan umat Islam.
Pada era awal Islam keberadaan wakaf mampu jalan kesejahteraan
umat Islam dalam beragam bentuk pembangunan tempat ibadah,
pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial serta kepentingan umum
lainnya. Keberadaan wakaf pun terus memberikan memberikan
dampak signifikan dalam sendi-sendi kehidupan umat Islam.
Sebab keberadaan wakaf sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
ajaran Islam, tidak hanya memiliki dimensi spiritual sebagai upaya
meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt, tetapi memiliki dimensi
sosial yang mampu memberikan kesejahteraan ekonomi umat.

Praktik wakaf telah berkembang sebelum datangnya Islam
(pra-Islam), meskipun belum dikenal dengan istilah wakaf. Wakaf
yang pertama kali dalam masyarakat Arab pra Islam adalah Ka’bah
yaitu rumah peribadatan pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim
sebagai tempat untuk berkumpul (Haji). Pada awalnya Ka'bah sebagai
tempat keamanan dan ketenangan bagi masyarakat Arab, meskipun
kemudian dijadikan tempat sembahyang dan meletakkan berhala
untuk mendekatkan diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan,
sekalipun adapula Masjid al Agsa dan Masjid al-Haram sebagai
tempat peribadatan yang tidak dimiliki oleh seseorang. Sementara di
Mesir pada era Raja Mesir, Ramses II memberikan tempat ibadahnya
“Abidus” yang arealnya sangat besar untuk dipergunakan manfaatnya
oleh pengelola tanpa memiliki harta pokoknya, sedangkan di Jerman
terdapat aturan yang memberi modal kepada salah satu keluarganya
dalam jangka waktu tertentu untuk dikelola secara bergantian dimulai
dari keluarga laki-laki kemudian keluarga perempuan dengan syarat

harta tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan tidak
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BAB VIII
DASAR HUKUM WAKAF DI
INDONESIA

Wakaf sebagai sebuah pranata keagamaan memiliki potensi
dan manfaat besar untuk dapat dikelola secara profesional, sehingga
dikelola secara efektif dan efesien. Implikasinya, pengelolaan wakaf
harus dikelola secara kelembagaan yang tidak hanya memberikan
dampak kesejahteraan kepada masyarakat, tetapi juga mampu
memberikan pelaporan secara transparan, kredibel, dan akuntabel.

Praktik wakaf sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum
sekaligus praktik keagamaan telah lama berlangsung dan berkembang
di dunia Islam. Dalam konteks di Indonesia dalam aspek-aspek
regulasi awalnya masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-
undangan sebelum adanya undang-undang khusus tentang wakaf.
Praktik wakaf yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat Islam
Indonesia termanifestasi terhadap pembangunan masjid, tanah, dan
institusi pendidikan Islam yang dikembangkan secara berkelanjutan,
termasuk aset benda wakaf bergerak dalam bentuk uang yang
dikelola keabadian asetnya sehingga dapat memberkan kemaslahatan
terhadap kehidupan masyarakat (Kencana 2017). Implikasi dari
adanya regulasi tentang wakaf turut mendorong pengembangan
wakaf secara produktif dalam berbagai bentuk seperti perkantoran,
swalayan, ruko, apartemen, dan lainnya yang mampu memberikan

dampak pengelolan produktif terhadap objek wakaf.

Pengelolaan wakaf di Indonesia terus mengalami perkembangan
secara signifikan yang termanifestasi dalam beragam objek wakaf,
khususnya dalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan lainnya.
Sementara di sisi lain, kajian dan penelitian mengenai wakaf semakin
menjadi bahan kajian yang terus menarik untuk dikupas oleh para
akademisi dan praktisi, sehingga praktik wakaf mampu memberikan
dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan di sisi yang
lain juga memberikan empiris secara akademik. Namun, secara
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BAB IX
PENTINGNYA TATA KELOLA WAKAF
TUNAI DI INDONESIA

A. Urgensi dan Proses dalam Wakaf Tunai di Indonesia

Wakaf tunai ataupula dikenal dengan sebutan wakaf uang
adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang,
lembaga/badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam
pengertian ini adalah surat berharga. Adanya inovasi wakaf tunai
ini yang semula berupa aset tidak bergerak yang berupa tanah dan
bangunan, kemudian menjadi aset bergerak/tunai seperti uang. Oleh
sebab itu, adanya wakaf tunai mampu menjadi salah satu instrumen
dalam pengembangan dan mensejahterakan masyarakat.

Dalam pemaknaan yang lain wakaf tunai adalah dana atau
uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nadzir) melalui
penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Oleh
sebab itu, wakaf tunai juga dapat dimaknai sebagai harta berupa
uang atau surat berharga yang dikelola perbankan syariah yang
keuntungannya akan disedekahkan, namun modalnya tidak bisa
dikurangi untuk sedekahnya, sehingga dana wakaf yang terkumpul
dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai
sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya
dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara
keseluruhan (Tho’in and Prastiwi 2015).

Dalam investasinya wakaf tunai dilakukan dengan
menempatkan uang atau dana yang bersumber dari dana wakaf tunai
dengan tujuan mendapatkan keuntungan atas uang atau dana yang
diinvestasikan. Dalam konteks ini, secara umum investasi tersebut
terbagi atas dua bagian, yaitu: pertama, investasi pada financial asset,
hal ini dilakukan di pasar uang atau pasar modal, seperti saham,
obligasi, warrant, opsi, dan lainnya. Kedua, investasi pada real asset,

hal ini dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik,
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BAB XI
PENGELOLAAN WAKAF DI DI
INDONESIA

Wakaf sebagai sebuah institusi pranata sosial Islam yang telah
mengakar kuat selama berabad-abad sejak awal Islam, kini kembali
menemukan momentumnya di Indonesia. Selama ini, wakaf
seringkali identik dengan wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah
untuk masjid, madrasah, atau pemakaman. Praktik ini berlandaskan
pada ajaran agama yang kuat, di mana seorang wakif (pemberi wakaf)
mengabdikan hartanya demi kepentingan umum dan keberlanjutan

pahala di akhirat.

Seiring  berjalannya  waktu  seiring bertambah  dan
berkembangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf yang
memunculkan kesadaran bahwa wakaf tidak hanya harus statis,
melainkan bisa produktif. Aset wakaf, jika dikelola dengan
profesional dan modern, makan akan memiliki potensi luar biasa
untuk menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan. Transformasi
inilah yang menjadi inti dari narasi pengelolaan wakaf modern di
Indonesia. Secara regulatif, pengelolaan wakaf uang atau wakaf tunai
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf.

Transformasi ini tidak terjadi begitu saja, sebab hal tersebut
hasil dari kesadaran kolektif para ulama, akademisi, praktisi, dan
pemerintah yang melihat besarnya potensi wakaf. Para pihak tersebut
menyadari bahwa wakaf adalah alat ampuh untuk mengentaskan
kemiskinan, membiayai pendidikan, meningkatkan layanan
kesehatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi umat. Namun,
tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit yang diakibatkan masih
banyak aset wakaf yang belum terdata secara optimal, legalitas yang
belum sepenuhnya kuat, dan manajemen yang masih tradisional.

Dalam pengelolaan wakaf modern di Indonesia adalah tentang
sinergi antara spiritualitas dan profesionalisme, antara tradisi dan

147



BAB XII
PENYELESAIKAN SENGKETA ZAKAT
DAN WAKAF DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Zakat dan wakaf merupakan instrumen penting dalam
ckonomi Islam yang berfungsi sebagai pilar untuk kesejahteraan
sosial dan pertumbuhan ekonomi. Zakat, sebagai kewajiban bagi
umat Islam yang mampu, bertujuan untuk membersihkan harta
dan mendistribusikannya kepada yang berhak. Sementara itu,
wakaf, sebagai sedekah jariyah, memiliki peran fundamental dalam
mendukung kegiatan keagamaan, pendidikan, dan kesejahteraan
masyarakat secara berkelanjutan. Namun, seiring dengan
berkembangnya pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia potensi
timbulnya sengketa atau perselisihan juga meningkat. Sekalipun
sengketa zakat tidak sebanyak wakaf yang permasalahan sengketanya

jauh lebih kompleks.

Terjadinya sengketa dalam zakat dan wakaf dapat muncul akibat
perbedaan pemahaman, pelanggaran hukum, atau ketidakjelasan
dalam pengelolaan dan pendistribusiannya. Oleh karena itu, penting
untuk memahami kerangka hukum dan mekanisme penyelesaian
sengketa yang tersedia di Indonesia untuk memastikan bahwa kedua
instrumen ini dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.

B. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, dan percekcokan
yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya yang berkaitan
dengan hak yang bernilai, baik berupa uang maupun benda.
Timbulnya sengketa ekonomi syariah umumnya disebabkan oleh
beberapa faktor diantaranya yaitu konflik data, konflik kepentingan,
konflik hubungan, konflik struktur, dan konflik nilai (Suadi 2018).

Dalam pengertian yang lain, sengketa, secara etimologi
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akat dan wakaf memiliki peranan penting dalam kehidupan

umat Islam. Keduanya tidak hanya memiliki dimensi

spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang telah
dipraktikkan sejak awal Islam. Pengelolaan zakat di Indonesia
semakin menujukkan perkembangan signifikan. Hal tersebut
ditandai bertambahnya lembaga zakat yang didukung oleh
kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat secara
kelembagaan, termasuk upaya negara dalam menjadikan zakat
sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi yang salah satunya
dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat. Begitupula dengan keberadaan wakaf, yang
telah mampu menjadi salah satu jalan menuju kesejahteraan
umat Islam dalam beragam bentuk pembangunan tempat ibadah,
pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, serta kepentingan
umum lainnya. Keberadaan wakaf pun terus memberikan dampak
signifikan dalam sendi-sendi kehidupan umat Islam dan secara
regualtif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf. Oleh sebab itu, keberadaan wakaf
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam, tidak
hanya memiliki dimensi spiritual sebagai upaya meningkatkan
ketaqwaan kepada Allah SWT, tetapi memiliki dimensi sosial yang
mampu memberikan kesejahteraan ekonomi umat.
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